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SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 900.1 / 132 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PAJAK DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

WALI KOTA SURAKARTA,

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan pajak
daerah perlu dilaksanakan pengawasan dan penertiban;

b. bahwa pelaksanaan pengawasan dan penertiban Pajak
Daerah dilaksanakan bekerja sama dengan instansi
terkait sehingga perlu dibentuk Tim Pengawasan dan
Penertiban Pajak Daerah Kota Surakarta;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengawasan dan

Penertiban Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2026;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2026...



Menetapkan
KESATU

KEDUA

2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor
146);

4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Surakarta Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota
Surakarta Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 Nomor 174);

MEMUTUSKAN:

Tim Pengawasan dan Penertiban Pajak Daerah Kota
Surakarta Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
adalah:

a. pengarah:

1. memberikan pengarahan dan petunjuk atas
kelancaran kegiatan Pengawasan dan Penertiban; dan

2. menerima hasil laporan pelaksanaan Pengawasan dan
Penertiban.

b. penanggung jawab:

1. bertanggung jawab terhadap kebijakan dalam
menghadapi permasalahan dan segala kegiatan yang
dilaksanakan; dan

2. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim
Pengawasan dan Penertiban Pajak Daerah Kota
Surakarta kepada Wali Kota Surakarta.

c. ketua:

1. bertugas dan berperan sebagai koordinator dan

bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan di

lapangan;

2.melaksanakan...



2. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan pihak-

pihak terkait dalam rangka pengawasan dan
penertiban pajak daerah di wilayah Kota Surakarta;
merencanakan kegiatan pengawasan dan penertiban
kepada wajib pajak; dan

menangani permasalahan yang dihadapi dalam suatu

kegiatan.

d. wakil ketua:

1.

membantu koordinasi dengan instansi dan pihak-
pihak terkait dalam rangka pengawasan dan

penertiban pajak daerah di wilayah Kota Surakarta;

. menyiapkan Rencana kegiatan pengawasan dan

penertiban kepada wajib pajak; dan

. membantu menangani permasalahan yang dihadapi

dalam suatu kegiatan.

e. sekretaris:

1.

2.

bertanggung jawab akan tertibnya administrasi umum
(yang bersifat komunikatif dan informatif) dan
administrasi khusus dalam suatu kegiatan; dan

melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim.

f. anggota:

1.
2.

melaksanakan kegiatan preventif;

melakukan pemantauan wilayah untuk menentukan
obyek sasaran;

melaksanakan tindakan penertiban non yustisial

terhadap pelanggar pajak daerah; dan

4. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim;

g. staf teknis:

1.
2.

melaksanakan kegiatan preventif;
melaksanakan patroli dan monitoring dalam rangka

pengawasan dan penertiban kepada wajib pajak;

3. membuat laporan di lapangan; dan

4. membantu mempersiapkan sarana dan prasarana

dalam kegiatan Pengawasan dan Penertiban pajak

daerah.

KETIGA...



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2026.

KEEMPAT :  Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 31 Maret 2026

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara
%) elektronik oleh:
2

YENI APRILIAWATI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 900.1 / 132 TAHUN 2026
TENTANG

TIM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
PAJAK DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN
2026

SUSUNAN TIM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PAJAK DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

KEDUDUKAN DALAM

NO TIM KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
1. | Pengarah 1. Wali Kota Surakarta
2. Wakil Wali Kota Surakarta
3. Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta
4. Komandan Komando Distrik Militer
0735/Surakarta
5. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta
6. Komandan Detasemen Polisi Militer
IV/4 Surakarta
2. | Penanggung Jawab Sekretaris Daerah Kota Surakarta
3. | Ketua Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota
Surakarta
4. | Wakil Ketua 1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
Kota Surakarta
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Surakarta
5. | Sekretaris 1. Kepala Bidang Penagihan Badan
Pendapatan Daerah Kota Surakarta
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surakarta
3. Kepala Bidang Penegakan Perundang-
undangan Daerah pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Surakarta
6. | Anggota 1. Unsur Kepolisian Resor Kota Surakarta

2. Unsur Komando  Distrik  Militer
0735 /Surakarta

3. Unsur Kejaksaan Negeri Surakarta

4. Unsur Komando Detasemen Polisi
Militer IV /4 Surakarta




-2 -

NO

KEDUDUKAN DALAM
TIM

KEDUDUKAN DALAM INSTANSI

10.

11

12.

13.

Kepala Seksi Pengawasan dan
Penanganan Pelanggaran Peraturan
Daerah dan/atau Peraturan Kepala
Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Surakarta

Kepala Subbidang Pemeriksaan dan
Pengawasan Badan Pendapatan
Daerah Kota Surakarta

Kepala Subbidang Penagihan dan
Keberatan Badan Pendapatan Daerah
Kota Surakarta

Unsur Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surakarta

Unsur Dinas Perhubungan Kota
Surakarta

Unsur Koordinator Wilayah pada
Badan Pendapatan Daerah Kota
Surakarta

. Pengolah Data dan Informasi pada

Badan Pendapatan Daerah Kota
Surakarta

Analis Keuangan Pusat dan Daerah
pada Badan Pendapatan Daerah Kota
Surakarta

Unsur Pelaksana pada Badan
Pendapatan Daerah Kota Surakarta

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO
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